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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
rakhmat dan karunia Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021
merupakan bentuk komitmen nyata BKPPD Kabupaten Purbalingga dalam
mengimplementasikan SAKIP sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 29 Tahun
2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur
dalam Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

LkjlP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat
tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Dalam laporan ini
disajikan analisis kinerja tujuan dan kinerja sasaran, evaluasi pelaksanaan kegiatan
yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Selanjutnya dari analisis tersebut
menghasilkan capaian kinerja BKPPD yang memberikan gambaran penyelenggaraan
manajemen kepegawaian pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan LkjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Renstra dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPPD serta keberhasilan capaian sasaran
selama satu tahun anggaran 2021 dan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas
capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LkjlP juga dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu dalam
rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di BKPPD.

Demikian LKjIP tahun 2021 ini kami susun, semoga bermanfaat. Terimakasih.

Purbalingga, Februari 2022

NIP. 19680214 199103 1 014




IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelathan Daerah Kabupaten
Purbalingga sebagai salah satu Badan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistem
pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai
tanggung jawab unituk terwujudnya visi daerah, sebagaimana tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021, telah ditetapkan visi Pemerintah
Kabupaten Purbalingga sebagai berikut

“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera
yang berakhiak mulia”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pembangunan bidang
Kepegawaian ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten yaitu pada misi ke-1
sebagai berikut Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien,
Efektif, Bersih dan Demolkratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan
Secara Prima kepada Masyarakat

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi tersebut, BKPPD menetapkan
tujuan jangka menengah vang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi
BKPPD , yaitu : “Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen
Sumber Daya Aparatur”

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua} pricritas sasaran
yang ingin dicapai pada tahun 2021, yaiiu:

1) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur dengan indikaior :
a. Persentase penempatan SOM ASN sesuai ormasi dan kompetensi
b. Persentase ASN yang lulus pengembangan kometensi sesuai dengan
jabatannya

2) Meningkatnya kinerja ASN dengan indikator rata-rata nilai SKP ASN

Guna mencapai tujuan dan pricritas sasaran tersebut pada tahun 2021,
BKPPD Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 2 (dua) program utama dengan
11 (Sebelas} kegiatan yang didukung anggaran sebesar 7.815.795.500,~ (Tujuh



milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima

ratus rupiah), terdiri dari :

1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.775.726.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

2)

3)

4.609.675.084,- atau sebesar ©6,52%, terdapat selisih sebesar Rp.
166.050.918,- terdiri dari Gaji pegawai sebesar Rp. 71.095.816,-,
Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 88.555.000,-, dan Tambahan
Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obijektif iainnya ASN sebesar Rp.
6.400.000,-.

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.832.068.500,- dengan realisasi
sebesar Rp. 1.992.369.320,- atau sebesar 70,35%, terdapat selisih dan
atau efisiensi sebesar Rp. 839.700.180,-.

Belanja Modal sebesar Rp. 208.000.000,- dengan relaisasi sebesar Rp.
9.950.000C,- atau sebesar 4,78%, terdapat selisih dan atau efisiensi sebesar Rp.
198.050.000,-.

Secara Umum pada tahun 20621 BKPPD dapat melaksanakan kinerja
tujuan strategis dan kinerja sasaran stratgis yang elah ditetapkan dengan tingkat
capaian kinerja Rala — rata sebesar 120,5% atau masuk kategori “sangat
berhasil”

Hasil evaluasi pada tuiuan stralegis tersebut mendapatkan nilai 92,23%
dengan kategori berhasi, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
2019 dengan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga sebesar 73,78
dengan kategori Sedang, maka Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga
mengalami penurunan, hai ini dikarenakan jumlah pegawai yang diukur indeks
Profesionalisme Pegawainya mengalami penurunan dari fahun falu (tahun 2020
kita mengukur 6.907 ASN, sedangkan tahun 2021 sejumlah 6.995 ASN), Selain itu
dengan adanya pandemi Covid 18 menyebabkan rencana pengembangan
kompetensi pegawai tidak dapat dilaksanakan secara maksimai dikarenakan
anggaran untuk pengembangan kompetensi dialihkan untuk penanganan Covid
19, ini ditunjukan dengan capaian Kinerja yang dapat dicapai  yailu sebesar
132,87 %. Sedangkan Uniuk tingkat capaian sasaran-2, yaitu meningkatnya
kinerja ASN adalah sebesar 124,03 %.

Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat
kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang



dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Untuk mengukur kualitas Aparatur

Sipil Negara secara umum digunakan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang

mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, dan pelanggaran disiplin

Berdasarkan hasil perhitungan, untuk capaian kinerja pada indikator
penempatan ASN sesuai formasi dan kompetensi tahun 2021 sebesar 99,90 Nilai
ini diperoleh melalui perbandingan jumlah ASN Kabupaten Purbalingga yang
ditempatkan sesuai formasi dan kompetensi sebanyak 6.465 pegawai dengan

seluruh jumlah pegawai berdasarkan Bezefting Tahun 2021 sebanyak 6.995

pegawai. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut maka kinerja indikator

Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi pada tahun 2021 tercapat

100 persen, yaitu dari 4.217 PNS yang mengikuti diklat dan dinyatakan lulus

semua.

. Target ratarata nitai SKP PNS tahun 2021 adalah 79 sedangkan
realisasinya 97,98 dengan kategori “B a i k” artinya setiap PNS di Kabupaten
Purbalingga telah menerapkan manajemen POAC yaitu Planing, organizing,
actuating dan controling yang baik dan ditunjang perilaku yang baik hal ini
dibuktikan selama tahun 2021 untuk kasus pelanggaran disiplin hanya terdapat 5
kasus (0,04%) yang kesemuanya sudah selesai diproses.

Meskipun tingkat capaian tujuan dan sasaran strategis masuk dalam
kategori “sangat berhasil’, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat
beberapa permasalahan yang ditemui, yaitu :

(a) Masih terbatasnya menu/modul aplikasi pada Sistem Manajemen
Kepegawaian {E-Kepegawaian) yaitu baru tesedia modul E-personal

(b) Laptop yang kurang untuk melakukan verifikasi dan superisi seleksi
administrasi pengadaan CPNS dikarenakan semua sistem penerimaan
CPNS melaiui on line

{c) Listrik yang sangat mendesak untuk ditambah daya dikarenakan sering
padam.

(d) Belum tersedianya Genset, alat ini sangat diperlukan untuk proses
kelancaran verifikasi dan supervisi data pelamar dalam penerimaan CPNS,
hal ini dikarenakan sering terjadi pemadaman listrik, sehingga sangat
mengganggu kelancaran tugas

() Kurang adanya respon atau komitmen dari OPD-OPD di lingkungan
Pemerintah Daerah untuk menginput data kepegawaian di masing-masing
OPD melalui sistem E-kepegawaian yang telah disediakan, sehingga sering
terjadi keterlambatan update data kepegawaian di BKPPD.



(f) Penilaian kinerja berbasis elektronik belum dapat dilaksanakan karena belum
adanya anggaran dan sistem yang menggabungkan penilaian kinerja dan
tunjangan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka BKPPD

Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

(a) Segera mengusulkan anggaran untuk penambahan modul Aplikasi pada
sistem Manajemen Kepegawaian yaitu modul E- KGB E- {jin Belajar E-
Mutasi, E- Fasilitas (Karis Karsu, KPE, Taspen) E-Jabatan, E- Diklat, E-
Hukdis E- Baperjakat, E- Pensiun

(b) Segera mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan
pengadaaan sarpras tersebut diatas pada tahun anggaran 2021.

(c) Bersurat kepada semua OPD utntuki menginput data kepegawatannya
melalui aplikasi sistem manajemen E-Kepegawaian.

(d) Merumuskan kebijakan pemberian tunjangan kinerja berbasis Penilaian
kinerja secara elektronik”
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada
daerah Provinsi/Kabupaten./Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya
sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta
masyarakat

Semakin  kritisnya  masyarakat terhadap  penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada tuntutan
pertanggungjawaban yang lebih realistis, mendorong pemerintah untuk meninjau
kembali sistem pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan
yang lebih accountable, hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab.

Hal tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No.
XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian jelas
bahwa rakyat mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good
Governance yang menitikberatkan pada asas-asas demokrasi, transparansi dan
partisipasi dalam setiap pelaksanaannya. Aspek-aspek ini merupakan prasyarat
utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sistem ini
dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)
Kanupaten Purbalingga sebagai salah satu Badan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai
berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada
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publik secara transparan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) tahun anggaran 2021.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jlP) BKPPD Tahun

2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan
Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjiP
LKjiP BKPPD Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKPPD selama kurun waktu 1
tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menjadi alat kendali untuk
mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Adapun tujuan penyusunan LKilP Tahun 2021 BKPPD adalah :

1. Urituk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis BKPPD sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPPD Tahun 2016 — 2021;

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya
dalam perencanaan kerja di tahun mendatang dalam rangka upaya perbaikan
yang berkesinambungan bagi BKPPD untuk meningkatkan kinerjanya;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran dalam
rentang wakiu satu tahun anggaran 2021.

D. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
D.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Berdasar Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 989 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga
sebagal berikut :

" . ___________]
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a. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatuhan Daerah
Kabupaten Purbalingga
b. Sekretariat
1) Sub Bagian Perencanaan
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Data dan Pengadaan Pegawai, terdiri dari :
1) Subbidang Data dan Dokumentasi Kepegawaian ;
2) Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai,
d. Bidang Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ;
e. Bidang Kepangkatan dan Jabatan, terdiri dari :
1) Subbidang Kepangkatan ;
2) Subbidang Jabatan ;
f. Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian, terdiri dari :
1) Subbidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai ;
2) Subbidang Penatausahaan Kepegawaian ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional

D.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Purbalingga adalah membantu tugas Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan
Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam penyelenggaraannya, BKPPD Kabupaten Purbalingga
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pendidikan
dan Pelatihan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan
Pendidikan dan Pelatihan;Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kepegawaian dan Pendidikan
dan Pelatihan;
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c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan
Pelatihan;

d. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;,

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 12 Tahun 2016 tanggal
26 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Susunan Struktur Organisasi BKPPD sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Purbalingga.

Kepala BKPPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan
daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya BKPPD mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan:

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;

f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB;

eV e e —
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g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan

kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang

Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan BKPPD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat BKPPD juga mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BKPPD;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di
lingkungan BKPPD;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian
dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat,
keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan
BKPPD;

d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP);

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik’kekayaan daerah
dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPPD;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan
anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Perencanaan.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program
kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan
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data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di
lingkungan BKPPD.

2.2. Sub Bagian Keuangan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan
akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BKPPD.

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian
meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di
lingkungan BKPPD.

3. Bidang Data dan Pengadaan Pegawai.

Bidang Data dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Data dan Dokumentasi

Kepegawaian, Formasi dan Pengadaan Pegawai.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Data dan Pengadaan

Pegawai, menyelenggarakan fungsi :

-~ e a0 oW

L

k.

analisa data dan dokumentasi kepegawaian;

penyusunan data informasi kepegawaian;

pemutakhiran data ASN;

pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Daerah;
pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web;
penyusunan Profil, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan daftar nominatif
Pegawai Negeri Sipil;

. penyusunan kebijakan teknis pengadaan ASN meliputi Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
penyusunan, penetapan dan usulan Formasi ASN;

pelaksanaan pengadaan ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

penyelenggaraan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B EEEEEmmamme s
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3.1.

3.2

Sub Bidang Data dan Dokumentasi Kepegawaian.

Subbidang Data dan Dokumentasi Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan  penyiapan  bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa
data dan dokumentasi kepegawaian, penyusunan data informasi
kepegawaian, pemutakhiran data ASN, pengembangan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Daerah, pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web, penyusunan Profil, Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) dan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil.

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai.

Subbidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan,pemantauan, evaluasi serta pelaporan  meliputi
penyusunan kebijakan teknis pengadaan ASN meliputi Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
penyusunan, penetapan dan usulan Formasi ASN, pelaksanaan
pengadaan ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penyelenggaraan proses
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

4. Bidang Pengembangan dan Diklat.

Bidang Pengembangan dan Diklat mempunyai tugas perumusan

konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM), Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan dan Diklat

menyelenggarakan fungsi :

b
C.
d

o

penyusunan kebijakan teknis pola karier ASN;

. pemberian izin belajar dan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil;

penyiapan bahan kapasitas kompetensi ASN;

. pelaksanaan Assesment Centre bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan

Pejabat Administrasi;

pelaksanaan Assesment Mutasi PNS yang berasal dari instansi lain;

penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat;

g. pelaksanaan evaluasi pasca Diklat;penyelenggaraan kerjasama
Diklat dengan Lembaga Diklat terakreditasi atau Perguruan
Tinggi;penyelenggaraan dan pengiriman Diklat;

e ————
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h.

41.

a.
b.

4.2,

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
penyusunan kebijakan teknis pola karier ASN, pemberian izin
belajar dan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil, penyiapan bahan
kapasitas kompetensi ASN, pelaksanaan Assesment Centre bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi, pelaksanaan
Assesment Mutasi PNS yang berasal dari instansi fain,
pelaksanaan evaluasi pasca Diklat serta Penyusunan Indeks
Profesionalitas Pegawai.

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatthan Pegawai .

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai fugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
penyelenggaraan kerjasama Diklat dengan Lembaga Diklat
terakreditasi atau Perguruan Tinggi, penyelenggaraan dan
pengiriman Diklat.

5. Bidang Kepangkatan dan Jabatan.
Bidang Kepangkatan dan Jabatan mempunyai tugas perumusan konsep
dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evatuasi
serta pelaporan bidang Kepangkatan dan Jabatan.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kepangkatan dan Jabatan juga
menyelenggarakan fungsinya :

pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipi;

fasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian ljasah bagi
Pegawai Negeri Sipit;

pelayanan administrasi Peninjauan Masa Kefja (PMK);
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan

~dalam Jabatan ASN (Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas);
pengangkatan, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali
dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional;

e ]
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g. pelaksanaan mutasi PNS/Jabatan Pelaksana dalam satu Instansi
Daerah;

h. pelayanan mutasi PNS antar Instansi (antar-Instansi Daerah, antar-
Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara
Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri);

i. penerbitan Surat Tugas Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana
Harian (PLH});

j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

5.1. Sub Bidang Kepangkatan.

Subbidang Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil, fasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan
Penyesuaian ljasah bagi Pegawai Negeri Sipil, pelayanan
administrasi Peninjauan Masa Kerja (PMK).

5.2. Sub Bidang Jabatan.

Subbidang Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
serta pelaporan meliputi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil,
pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan
dalam Jabatan ASN (Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator dan  Jabatan Pengawas), pengangkatan,
pemberhentian  sementara, pengangkatan kembali dan
pemberhentian dalam Jabatan Fungsional, pelaksanaan mutasi
PNS/ Jabatan Pelaksana dalam satu Instansi Daerah, pelayanan
mutasi PNS antar Instansi (antar-Instansi Daerah, antar-Instansi
Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan
Republik Indonesia di luar negeri), penerbitan Surat Tugas
Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana harian (PLH).

6. Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian.

Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian mempunyai tugas

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan dan

Pemberhentian Pegawai, serta Penatausahaan Kepegawaian.
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Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan dan Penatausahaan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi nya sebagai berikut :

a. Penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan
manajemen ASN;

b. Penanganan pelanggaran disiplin ASN;

c. Penanganan proses pemberian izin untuk bercerai bagi Pegawai
Negeri Sipil;

d. Pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

e. Pemberian izin bebas tugas atau masa persiapan pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil;

f. Pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri
Sipil;

g. Pelayanan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Anumerta Pegawai
Negeri Sipil;

h. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala;

i. Laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil;

j. Pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pembuatan Kartu
Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KARPEG/KPE), Kartu Isteri
/Kartu Suami (Karis/Karsu), Taspen;

k. Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS (Sasaran Kerja
Pegawai/SKP dan Perilaku Kerja),

.  Pemberian izin cuti ASN;

m. Pemberian izin pencalonan Kepala Desa bagi Pegawai Negeri Sipil;

n. Pengoordinasian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN);

o. Pengusulan tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil ;

p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

6.1. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai.

Subbidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan
manajemen ASN, penangan pelanggaran disiplin ASN, penanganan

]
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proses pemberian izin untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil,
pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pemberian izin
bebas tugas atau masa persiapan pensiun bagi Pegawai Negeri
Sipil, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri
Sipil, pelayanan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Anumerta
Pegawai Negeri Sipil.

6.2. Sub Bidang Penatausahaan Kepegawaian.
Subbidang Penatausahaan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
pelayanan Kenaikan Gaji Berkala, laporan perkawinan Pegawai
Negeri Sipil, pelayanan administrasi kepegawaian meliputi
pembuatan Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik
(KARPEG/KPE), Kartu Isteri/Kartu Suami (Karis/Karsu), Taspen,
pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS (Sasaran Kerja
Pegawai/SKP dan Perilaku Kerja), pemberian izin cuti Aparatur Sipil
Negara (ASN), pemberian izin pencalonan Kepala Desa bagi
Pegawai Negeri Sipil, pengoordinasian Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN), pengusulan tanda penghargaan
Satyalancana Karya Satya yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BKPPD dapat ditetapkan

menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan

sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

D.3. Kondisi Kepegawaian
BKPPD sebagai dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai dedikasi dan
inovasi yang tinggi, serta memiliki kemampuan dibidang Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan. Jumiah pegawai BKPPD sampai dengan
Desember 2021 terinci sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai - 43 pegawai
Pegawai Negara Sipil - 40 pegawai
PTT SK. Bupati . 2 pegawai
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PTT SK. Kepala Dinas 1 pegawai
. PNS Berdasarkan Pendidikan
S2 . 6 pegawai
S1 : 23 pegawai
Diploma i 8 pegawai
SLTA 3 pegawai
Jumlah : 40 pegawai
. PNS Berdasarkan Golongan
Golongan IV 5 pegawai
Golongan llI : 31 pegawai
Golongan |l . 4 pegawai
Jumlah : 40 pegawai
d. PNS Berdasarkan Jenis kelamin
Laki-laki : 21 pegawai
Perempuan : 19 pegawai
Jumlah . 40 pegawai

e. Pembagian Pesonil
Pembagian personil per bidang di Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Pembagian Personil BKPPD Kabupaten Purbalingga

NO BIDANG/UNIT PNS/CPNS I:(lag
(PTT)
1 | Kepala Dinas 1

1 |SEKRETARIAT 1 3
2 |Bidang Kenaikan Pangkat 7 -
3 |Bidang Pengembangan Pegawai 7 -
4 |Bidang Pembinaan Kepegawaian y i -
5 |Bidang Data dan Pengadaan Pegawai 7 -
JUMLAH 40 3

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

Lebih lengkap mengenai kondisi kepegawaian BKPPD diuraikan dalam
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sebagaimana terlampir.

e ——
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D.4.

D.5.

Daftar Asset yang Dikelola
a. Sarana dan Prasarana:
1) Gedung Kantor BKPPD
2) Pagar Pembatas
b. Sarana Operasional
1) Kendaraan Roda empat : 5 (lima) unit

2) Kendaraan Roda dua : 18 (delapan belas) unit
3) Komputer PC : 24 (dua puluh empat) unit
4) Printer : 27 (dua puluh tujuh} unit
5) Llaptop : 20 (dua puluh) unit

6) Pesawat Telepon : 7 (tujuh) unit

7) Mesin Faximile ;1 (satu) unit

8) AC : 10 (sepuluh) unit

Secara keseluruhan asset yang dikelola BKPPD terdiri dari KIB A — E per
Desember 2021 senilai Rp. 4.334.252.250,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh

empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus fim apuluh rupiah)

Sistematika
Penulisan Dokumen LKjIP BKPPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika

penyajian sebagai berikut :
Bab| PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum BKPPD
D. Fungsi Strategis BKPPD
Bab Il PERENCANAAN KINERJA
a. Rencana Strategis
b. Strategi dan Arah Kebijakan Umum BKPPD
c. Prioritas BKPPD
d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPPD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021
e. Perjanjian Kinerja BKPPD
Bab il AKUNTABILITAS KINERJA
a. CAPAIAN KINERJA BKPPD
b. Realisasi Anggaran
Bab IV PENUTUP
a. Tinjauan Umum Capaian Kinerja BKPPD
b. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

e ey
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu safu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana
Strategis (RENSTRA) BKPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 s/d 2021
merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintan Kabupaten
Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2016-2021 dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat
BKPPD dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selama kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu sejak
2016 s/d 2021

. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan dalam masa
transisi maka dalam penyusunan Renstra-OPD ini telah ditambahkan rancangan
program kerja transisi satu program indikatif untuk 1 ( satu ) tahun ke depan
sebagai pedoman/rujukan dan landasan hukum bagi penyusunan Rencana Kerja
(Renja) OPD pada tahun 2021.

A.1. Visi

BKPPD Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Badan daerah yang
merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten
Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk
terwujudnya visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi
Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten
Purbalingga sebagai berikut : “Purbalingga yang mandiri dan berdaya
saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”
A2.MISIL:

BKPPD Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu pelaku pembangunan
vang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visis dan
Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi BKPPD, yaitu pada misi ke 1 : " Menyelenggarakan
Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis,
Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada

Masyarakat”.

- _______ . .. ____
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A.3. Tujuan
Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh BKPPD Kabupaten
Purbalingga perenanaan yang tertuang dalam Renstra BKPPD Tahun 2016 —
2021. Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai dari misi ke-1 terkait
dengan BKPPD adalah sebagai berikut “Meningkatnya Efisiensi
Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur”

A.4. Sasaran:

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan BKPPD yaifu hasii yang akan

dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik terinci dapat diukur

dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sebagai sasaran yang akan dicapai oleh BKPPD adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

2) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur dengan
indikator :
a. Persentase penempatan SDM ASN sesuai formasi dan kompetensi
b. Persentase ASN yang lulus pengembangan kometensi sesuai

dengan jabatannya
3) Meningkatnya kinerja ASN dengan indikator rata-rata nilai SKP ASN

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN dan PELATIHAN DAERAH
1. Strategi BKPPD
Strategi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan
melaksanakan misi pembangunan. Strategi akan dilengkapi dengan arah
kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan
untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada tujuan,
sesuai dengan kurun waktu 5 tahun mendatang.
Strategi yang periu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen
kepegawaian Pendidikan dan Pelatinan Daerah adalah :
1. Pengembangan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS
yang didukung pola karier yang jelas ;
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu
pada standar pelayanan atau Standart Operational Procedures (SOP) ;

ﬁ
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3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja
pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan ;

4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan Kkesejahteraan PNS yang
didukung reward and punishment.

2. Arah Kebijakan BKPPD

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang akan diambil dalam
mewujudkan tujuan manajemen Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah adaiah :
1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur,
2. Terlaksananya tes PCAP dan QAP bagi Pejabat Strukiural;
3. Pembinaan Disiplin PNS;
4. Terselenggaranya E-Personal System PNS Kabupaten Purbalingga;
5. Terselenggaranya ruang pelayanan informasi kepegawaian.

C. Prioritas BKPPD

Prioritas daerah pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

sebagat berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana;
Sebaik apapun kualitas aparatur tanpa didukung dengan adanya sarana dan
prasarana yang memadai tidak akan mencapai suatu tingkatan kinerja yang
optimal. Sebagai konsekuensinya dalam rangka terwujudnya profesionalisme
pegawai dalam arti agar menghasilkan kinerja yang optimal maka diperiukan
sarana dan prasarana kerja yang memadai.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah sesuai
dengan kebufuhan dan dinamika perubahan;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan aspek
prioritas disamping upaya peningkatan aspek kuantitas, mengingat dinamika
dan perubahan masyarakat yang perkembangannya semakin cepat sebagai
dampak langsung dari percepatan era informasi dan globalisasi. Di sisi lain
aspek kualitas juga sangat memeriukan adanya peningkatan profesionalisme,
tanggungjawab, kejujuran, dan keadilan dalam rangka membentuk pegawai
yang responsif, transpanan dan akuntabel.
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3. Peningkatan tertib administrasi kepegawaian;
Dalam manajemen kepegawaian, aspek administrasi merupakan aspek penentu
dari proses manajemen. Oleh karena itu tertib administrasi menjadi suatu
keharusan bagi terwujudnya kelancaran dalam proses manajemen
kepegawaian.

4. Penyediaan informasi kepegawaian yang tepat dan akurat.
Ketersediaan informasi yang tepat dan akurat sangat penting dalam rangka
membuat kebijakan yang efektif, baik tepat dalam hal waktu, jenis informasi

ataupun sumbemya.

Dari prioritas tersebut diatas dituangkan dalam Program dan Kegiatan-

kegiatan yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatannya :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
. Administrasi Umum Perangkat Daerah
. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

@ ™~ 0o a0 o

. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatannya :

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

b. Mutasi dan Promosi ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

D. Recana Kinerja Tahunan (RKT)} BKPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021
Dalam rencana kinerja Tahun 2021 BKPPD telah ditetapkan sasaran ,
indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam
tabel sebagai berikut :

e ——
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Tabel ii.1
RKT BKPPD Kabupaten Purbalinga Tahun 2021

Sasaran Strategis indikator Kinerja Satuan Target
(1) (2) (3} (4)
Meningkatnya « Persentase penempatan SDM % 70
kompetensi dan ASN sesuai formasi dan
profesionalisme kompetensi
SDM aparatur
+« Persentase ASN yang lulus % 80

pengembangan kompetensi
sesuai dengan jabatannya

Meningkatnya « rata-rata nilai SKP ASN angka 79
kineria ASN
Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

E. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan dibawahnya untuk melaksanakan
program/ kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja
terwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas fungsi dan
wewenangserta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai
dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mendasarkan pada RENSTRA tahun 2021 - 2026 dan seielah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 selanjuinya
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala
BKPPD selaku pengguna anggaran dengan Bupati Purbalingga selaku Kepaia
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan selanjutnya ditanda tangani
bersama. Isi Perjanjian kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :




Tabel 1i.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
(1) 2) (3) (4)
Meningkatnya « Indeks Penerapan Sistem Merit Angka 0,61
Kualitas ASN ASN
Kapasitas dan
Akuntaabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah
Program
Kepegawaian « Persentase pegawai perangkat % 87
Daerah daerah dengan data
kepegawaian terintegrasi, valid,
dan update
e Persentase pelayanan % g5
administrasi kepegawaian yang
tepat waktu
NO PROGRAM ANGGARAN KET
1 2 9 4
1| Program Penunjang Urusan Rp. 5.146.045.700,-
Pemerintahan Daera
2. | Program Kepegawaian Daerah Rp. 2516.179.300 -




BAB it
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan dan atau
kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misl organisast kepada
pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang
telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BKPPD Kabupaten Purbalingga. Pengukuran
dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penifaian yang sistematis dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran,
hasil dan dampak.Penilaian dimaksud fidak terlepas dari kegiatan mengolah dan
masukan uniuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran.

Datam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan
jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dipakai
untuk memudahkan interperiasi atas pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut

Tabel i1l 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. tnterval I\{zlax ‘Realisam Kriteria Penilaian Realisast Kinerja
Kinerja
1. = 100 Sangat Berhasit
2. 75s.d 100 Berhasil
3. 55sd75 Cukup Berhasil
4 =55 Kurang Berhasil

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021
Penjelasan iebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A.1. Pengukuran Pencapaian Tujuan Strategis
Pada tahun 2021 BKPPD Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan
seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan
Perjanjian Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut :

- . . ]
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Tabel Hil.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran

(&) 2) @ | @ | B ® | @ ®
Meningkatnya
Efisiensi
Kelembagaan Indeks
dan Sistem Profesionalisme | indeks 73,78 80 73,78 92,23 92,23
Manajemen ASN
Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya | persentase
Kompetensi dan| pepempatan
Profesionalisme| agN sesuai % 92,57 70 9852 | 140,74 | 140,74
SDM Aparatur | Formasi  dan
Kompetensi
Persentase ASN
yang iulus
pengembangan
=, . % 100 80 100 125 125
sesuai dengan
jabatannya
Meningkainya | Rata-Rata Nilai —
kinerja ASN | SKP ASN Nilai 86,3 79 97,98 | 12403 | 124,03
Rata - rata Capaian Kinerja 120,5 {sangat berhasil)
Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021
Dari Tabel 3.2 di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU}
BKPPD Kabupaten Purbalingga di tahun 2021 menunjukkan rata — rata capaian
kinerja sebesar 120,5% atau kategori “sangat berhasil”, dengan catatan untuk
capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 masih menggunakan capaian
tahun sebelumnya karena sampai dengan dokumen ini disusun Indeks
Profesionalifas ASN Tahun 2021 befum turun dari BKN (DJ ASNJ).
Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan
indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut di atas adalah sebagai
berikut :
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TUJUAN :
MENINGKATNYA EFISIENSI KELEMBAGAAN DAN SISTEM
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Hasil evaluasi pada tujuan strategis fersebut mendapatkan nilai rata-rata 92,23%
dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai
berikut :

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Tujuan :
Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya
Aparatur
2) (3) 4) {5) 6} ) (8)
Meningkatnya
Efisiensi
Kelemb
m_ e indeks

dan Sistem Profesionalisme | Indeks | 73,78 80 73,78 92,23 92,23
Manajemen ASN
Sumber Daya
Aparatur

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperiukan upaya peningkatan
kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas
ASN sebagai motor penyelenggara negara periu didorong pada aspek kera,
integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara
optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan
kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan
profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan
untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Opiimalisasi standar
kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak vyang
berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik
sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas
diperiukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN
dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas




jabatan. Untuk mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara secara umum digunakan
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kompetensi, prestasi
kerja, dan pelanggaran disiplin melalui perhitungan profesionalitas pada 4 (empat)
dimensi yaitu :

» Dimensi Kualifikasi

= Dimensi Kompetensi

» Dimensi Kinerja

= Dimensi disiplin

Dari keempat faktor penentu profesionalitas ASN ditentukan skala pengukuran

Indeks Profesionalitas sebagai berikut :

1. Sangat Rendah (SR) : dengan Nilai PIP < 60

2. Rendah (R) : dengan Nilai PIP 61 — 70
3. Sedang (S) : dengan Nilai PIP 71 — 80
4. Tinggi (T) : dengan Nilai PIP 81 — 90
5. Sangat Tinggi (ST) : dengan Nilai PIP 91 - 100

Untuk mengetahui tingkat profesionalitas pegawai di Kabupaten Purbalingga
dilaksanakan PIP dengan cara penilaian mandii menggunakan format
pengukuran dari Indeks Profesionalitas ASN Kabupten Purbalingga Tahun 2021
sebesar 73,78 dan masuk dalam kategori “sedang”.

Untuk lebih jelasnya tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel lil.4
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga
Per Dimensi Profesionalitas

Tahun 2021
NO | proFESioNALITAS | KATEGORI NILA!
1 Dimensi Kualifikasi SR/R/SIT 13,12
2 Dimensi Kompetensi SR/IR/SIT 30.61
3 Dimensi Kinerja SR/RISIT 25,06
4 Dimensi Disiplin SRIR/ISIT 4,99
Jumlah 73,78

Sumber : DJASN, 2021
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Tampak dalam grafik Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga kondisi

Tahun 2021 :
Grafik 1
Nilai Indeks Profesionalitas (IPP) ASN Kabupaten Purbalingga

Tahun 2021

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di Lngkungan Pemerintah Kabupaten

Purbalingga pada tahun 2021 telah dilakukan upaya-upaya pada tiap dimensi,

yaitu :

a. Dimensi Kualifikasi, yaitu mendorong para PNS untuk melanjutkan studinya ke
jenjang yang lebih tinggi dan pada tahun 2021 jumiah PNS yang mengikuti
Tugas Belajar sebanyak 2 PNS terdiri dari :
¢ Pendidikan S2 : 1 orang PNS
« Pendidikan S3 - 1 orang PNS
Jumiah PNS yang mendapatkan Perpanjangan Tugas Belajar dalam tahun
2021 sebanyak 7 PNS terdiri dari
* Pendidikan S2 . 5 orang PNS
* Pendidikan Dokter Spesialis . 2 orang PNS

b. Dimensi Kompetensi dengan mengirimkan PNS mengikuti :

« Diklat Teknis/Fungsional sebanyak 4.712 orang

c. Dimensi Kinerja dengan mendorong ASN melakukan pengukuran kinerja
dengan membuat SKP, Target rata-rata nilai SKP PNS tahun 2021 adalah 78
sedangkan realisasinya 86,3 dengan kategori “B a i k" artinya setiap PNS di
Kabupaten Purbalingga telah menerapkan manajemen POAC yaitu Planing,
organizing, actuating dan controling.
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d. Dimensi Disiplin yaitu dengan :

>

) 2
>
>

v

Pemantauan Peningkatan disiplin PNS;

Melakukan Fasilitasi Masalah Kepegawaian,

Asistensi penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja

sosialisasi dan asistensi dalam standar teknis kegiatan sasaran kerja
pegawai yang sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, serta
kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

Sosialisasi Penilaian E-Kinerja berbasis elektronik

Melaksanakan analisa dan Pengawasan penilaian SKP

Hasil pengukuran mandiri Indeks Profesional Pegawai Kabupaten

Purbalingga Tahun 2021 diperoleh nilai sebesar 73,78 dengan jumlah PNS
sebanyak 6.907 orang dan masuk dalam kategori “sedang®, dengan rincian
sebagai berikut :

Tabel Il.5

Nilai Total Indeks Profesionalitas ASN Kabhupaten Purbalingga
Per Jenis Kelamin Laki-laki Tahun 2021

Jumlah PNS Laki-taki yang diukur : 3.186 orang.

| NO DIMENSI PROFESIONALITAS NILAI
1 Dimensi Kualifikasi 12,47
2 Dimensi Kompetensi 27,41
3 Dimensi Kinerja 25,08
4 Dimensi disiplin 4,98

Sumber : DJASN, 2020

Tabel 1.6
Nilai Total Indeks Profesionalitas ASN Kahupaten Purbalingga
Per Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2021

Jumlah PNS Laki-laki yang diukur : 3.721 orang.

NO DIMENS! PROFESIONALITAS NILAI
1 Dimensi Kualifikasi 13,78
2 Dimensi Kompetensi 33,81
3 Dimensi Kinerja 25,04
4 Dimensi disiplin 5,00

Sumber : DJASN, 2020

]

LKjiP Tahun 2021 BKPPD 25



Tabel Hi.7
Nilai Total Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga
Per Jenis Jabatan Tahun 2021

Jumiah PNS sesuai Jenis Jabatan yang diukur : Struktural sebanyak 642 orang,
Fungsiocnal sebanyak 4.449 orang, dan Pelaksana sebanyak 1.816 orang

Dimensi Profesionalitas Struktural | Fungsional | Pelaksana
Nitai rata2 Dimensi Kualifikasi 15,16 14,43 9,39
Nilai rata2 Dimensi Kompetensi 23,01 37,16 18,20
Nilai rata? Dimensi Kinerja 25,26 25,04 25,03
Nilai rata2 Dimensi Disiplin 4,99 499 4,898

Sumber : DJASN, 2020

Tabel HL.3
Nilai Total Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga
Per Jenjang Jabatan Tahun 2021

Dimensi Jumiah

Profesionalitas PNS Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin

JABATAN
PIMPINAN TINGGI 0 0,00 0,00 0,00 0,00
UTAMA

JABATAN
PIMPINAN TINGG! 0 0,00 0,00 0,00 0,00
MADYA

JABATAN
PIMPINAN TINGGI 30 19,00 24,00 26,00 5,00
PRATAMA

JABATAN

ADMINISTRATOR 136 16,88 26,54 | 2583 5,00

JABATAN

PENGAWAS 476 14,42 21,941 2511 4,98

JABATAN
FUNGSIONAL 5 20,00 40,00 25,00 5,00
AHLI UTAMA

JABATAN
FUNGSIONAL 1.663 15,20 37,05 25,05 5,00
AHLI MADYA

JABATAN
FUNGSIONAL 1.068 15,26 36,88 25,06 4,99
AHL1 MUDA

JABATAN
FUNGSIONAL 1.033 15,00 38,21 25,04 4,99
AHLI PERTAMA

M
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JABATAN

FUNGSIONAL 233 10,56 37,06 25,00 499

PENYELIA

JABATAN

FUNGSIONAL 199 10,68 36,11 24 97 4 98

MAHIR

JABATAN

FUNGSIONAL 235 10,06 35,21 25,00 5,00

TERAMPIL

JABATAN

FUNGSIONAL 13 6,54 25,77 25,00 5,00

PEMULA

JABATAN

PELAKSANA 1816 2,38 18,20 25,03 4,98

Sumber : DJASN, 2020
Tabel 1.9
Nilai Total indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga
Per Tingkat Pendidikan Tahun 2021
Dimensi profesionalitas J';'E‘gh Kualifikasi | Kampetensi Kinenja Disiplin
S3 0 c,co 0,00 0,00 0,00
S2 414 19,99 31,52 2512 5,00
S1/D4/Sederajat 4694 15,00 33,78 25,07 4,99
D3 808 10,00 33,38 25,01 4,99
D1/D2/SMA/Sederajat 813 5,00 13,88 25,02 4,98
SD/SMP/Sederajat 178 1,00 18,27 25,00 489
Sumber : DJASN, 2020
Tabel 11.10
Nitai Totat Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga Tahun 2021
Jumlah ASN yang ~ Rata2 Rata2 Rata2 Rata2 Nilai IP Kateqori
diukur Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja Disiplin ASN g
6.995 13,12 30,61 25,06 4,99 73,78 | Sedang

Sumber: DJASN, 2020

Hasit pengukuran indeks profesionaiitas pegawai Kabupaten Purbalingga pada

Tahun 2021 sampai dengan dokumen ini disusun belum turun dari Direidorat

Jendral ASN BKN.

m
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Sesuai dengan batas input melalui aplikasi, Kami telah melakukan
penginputan data Pengukuran indeks Profesionalitas ASN secara daring dengan
rincian jumiah PNS yang telah menginput sebanyak 5.683 orang dari total 6.439
orang PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut di atas telah kami laporkan ke BKN Pusat selaku instansi
yang mengeluarkan nilai indeks Profesionalfitas ASN. Selanjutnya kami
menunggu proses penilaian selesai dan nilai IPP diterbitkan oleh DJ ASN BKN.

Untuk mencapai kinerja tujuan didukung oleh pencapaian sasaran kinerja
strategis BKPPD sebagai berikut :

SASARAN 1:
MENINGKATNYA KOMPETENS! DAN PROFESIONALISME SDM

APARATUR

Hasil evaluasi pada sasaran strategis tersebut mendapatkan nilai rata-rata
132,87% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya
adalah sebagai berikut :

Tabel Hi.11
Capaian Kinerja Sasaran:
Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya
Aparatur

2 3) (4) _(5) 6} ) 8)

Meningkatnya | persentase

Kompetensi dan penempatan ASN
Profesionalisme | gesuai Formasi Yo 92,57 70 98,52 140,74 140,74
SDM Aparatur | gan Kompetensi

Persentase ASN
yang lulus
pengembangan
kompetenst % 100 80 100 125 125
sesuai  dengan
jabatannya

Rata — rata Capaian Kinerja Sasaran 1 132,87 132,87
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1. Indikator Persentase penempatan SDM ASN sesuai formasi dan
kompetensi

Tabel il1.12
Indikator Penempatan ASN sesuai Formasi dan Kompetensi
(didasarkan pada Kegiatan Mutasi ASN)

Tahun 2021
NO JABATAN JUMLAH | putast | sesuat | TIDAK KET
ASN SESUAI
Pimpinan Tinggi
1 31 23 23 -
Pratama
2 | Administrator 147 110 106 4 Gitre
4 2 085 B, = _| Ada 25, on
Pelaksana process
5 | Fungsional 4.480 . 3 =
Tertentu
JUMLAH 6.995 337 332 5
Sumber - BKPPD Kab. Purbalingga, 2021
Grafik 2
Indikator Penempatan ASN sesuai Formasi dan Kompetensi
Tahun 2021

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang
sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi.
Dukungan Sumber Daya Manusia yang kuat tidak hanya ditentukan oleh
jumiah Sumber Daya Manusia yang memadai tetapi juga kualitas dan
kompetensi Sumber Daya Manusia yang bersangkutan.

e ————
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Kualitas sumber daya manusia banyak ditentukan oleh sejauh mana sistem
yang ada di organisasi mampu menunjang kinerja organisasi. Untuk
mewujudkan ha! tersebut, maka manajemen Sumber Daya Aparatur
sebagaimana ketentuan Undang — undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara mendasarkan Sistem Merit. Manajemen ASN yang
diselenggaf'akan berdasarkan sistem merit yakni menggabungkan kebijakan
dan manajemen ASN dengan standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, wama
kulit, asal usul, kelamin, dan status.

Salah satu upaya mewujudkan tata kelcla pemerintahan yang baik
melalui Sistem Merit SDM, maka penempatan Aparatur Sipil Negara harus
mendasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pada posisi
atau jabatan tertentu, baik dalam rekruitmen, penempatan, maupun promosi.
Sesuai Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 juga mengamanatkan
bahwa untuk pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil perhitungan, untuk capaian kinerja pada indikator
penempatan ASN sesuai formasi dan kompetensi tahun 2021 sebesar
98,52%. Nilai ini diperoleh melalui perbandingan jumlah ASN Kabupaten
Purbalingga yang ditempatkan sesuai formasi dan kompetensi pada kegiatan
Mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Tahun 2021
sebanyak 332 pegawai dengan seluruh jumlah pegawai yang dimutasi Tahun
2021 sebanyak 337 pegawai.

Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel .13
Komposisi Pegawai Negeri Sipil
menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

; Jenis Kelamin

No | pondwikan T T @ T B T %] | %

1 SD 46 0,66 3 0,04 48| 0,70
2 SMP 113 1,62 11 0,16 124 | 1,77
3 SMA 560 8,01 210 3,00 7701 11,01
4 D1 5 0,07 9 0,13 14 1 0,20
5 D2 133 1,90 143 2,04 276 1 3,85
6 D3 209 2,99 641 9,16 850 | 12,15

W
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- . :':3?;?; " - J;ms Kelar:m - P 5
7 D4 41 0,59 34 0,49 75| 1,07
8 S1 1865 | 26,66 2733 39,07 4598 | 65,73
g S2 142 2,03 97 1,39 239 | 342
10 S3 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 3114 | 4452 3.881 55,48 6.995| 100

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

Grafik 3
Komposisi PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021
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Dari tabel dan grafik tersebut diketahui bahwa tingkat pendidikan PNS di
Kabupaten Purbalingga adalah Sarjana yaitu sebesar 65,73%. Kedepan

sangat diharapkan adanya anggaran untuk meningkatkan kompetensi

Pegawai melalui pemberian beasiswa tugas belajar bagi PNS yang potensial

dan berprestasi ke jenjang pendidikan S2 atau S3.

Bahwa sebagai upaya untuk mencapai capaian kinerja ini, Pemerintah

Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan hal — hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka membangun profesionalitas ASN, Pemerintah Kabupaten

dalam tiga tahun terakhir telah melaksanakan lelang jabatan ( Jabatan

Pimpinan Tinggi ) yang terbuka untuk seluruh Aparatur Sipil Negara
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Indonesia, melalui lelang jabatan diharapkan akan diperoleh ASN yang
sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

2. Sesuai dengan program nasional, dimulai tahun 2018, Pemerintah
Kabupaten Purbalingga juga telah melaksanakan penerimaan Calon
Pegawai Neger Sipil dengan Computer Assisted Test ( CAT ) Penerimaan
CPNS Daerah disesuaikan dengan kebutuhan formasi yang tersedia, dan
melalui CAT diharapkan PNS yang diterima sesuai dengan kompetensi

jabatan yang dibutuhkan.
Berikut disajikan data pengelolaan sumber daya aparatur Kabupaten
Purbalingga :
Tabel 1ll.14
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Open Bidding Penerimaan Calon Pegawai Negeri
No | Tahun Jabatan Pimpinan Sipil dengan Computer Assisted
Tinggi Test {CAT)
1 2017 Tidak ada moratorium
2 2018 6 378
3 2019 7 475
4 2021 Tidak ada Tidak ada
CPNS 222, P3K Non Guru 86, P3K
5 2021 1 Sekda, 8 JPT Es i
guru Tahap |1 1.136

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

Tahun 2021 ada kegiatan lelang jabatan yang meliputi Lelang
jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah dan lelang jabatan untuk posisi
Eselon 1l sebanyak 8 orang peruntukan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Dinpermasdes), Dinas sosial Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Pemberdayaan Anak (Dinsosdalduk KB P3A}, Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah (Dinkop UKM), Dinas Pemuda CQlahraga dan
Pariwisata (Dinporapar}, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPU
PR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo! PP), Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Dinperindag), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Penerimaan CPNS tahun 2021 terdiri dari CPNS Umum sebanyak
227 formasi, yang terbagi dalam formasl! Kesehatan sebanyak 110 formasi
dan Teknms sebanyak 117 formasi. Pelamar yang lolos administrasi dan
berhak ikut SKD sebanyak 4.449 orang, dan yang lolos SKB sebanyak 222

orang. Untuk formasi P3K terdin dari formasi Guru sebanyak 2.288,
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Kesehatan sebanyak 162, dan Teknis sebanyak 1. Seleksi kompetensi Non
Guru diikuti sebanyak 244 orang dan yang lolos seleksi kompetensi
sebanyak 86 orang. Seleksi Kompetensi Guru Tahap | sebanyak 1.964
orang, dan dinyatakan lolos seleksi kompetensi Guru sebanyak 1.136

orang.

3. Adapun untuk jabatan lainnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga

melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi (Talent Pool) yang
dilaksanakan secara bertahap bekerjasama dengan unit penilaian
kompetensi (UPK) ASN BKD Propinsi Jawa Tengah dan Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta, data sampai dengan tahun 2021 sebagai
berikut :

Tabel 111.15
Pelaksanaan Talent Pool PNS
Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Jabatan
No | Tahun Pimpinan Keterangan
Tinggi | Administrator | Pengawas | Pelaksana
Pratama
1 2017 - 1 - - Kategori Kurang
Baik 1
2 | 2018 2 10 - - Cukup 2
Kurang 9
MS 6
MMS 12
3 | 2019 - - 40 210 e ) =
Potensi 63
Cukup potensi 129
Kurang potensi 18
4 | 2021 - 10 - -
8 | 2021 44 - - -

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

Talent pool

yang dilaksanakan terhadap 44 orang Pimpinan Tinggi

Pratama terdiri dari 4 orang diselenggarakan oleh Sekda BKD Provinsi
Jawa Tengah, dan untuk 40 orang diselenggarakan oleh Kepala Badan
Kepala Dinas Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta merupakan
penilaian potensi dan kompetensi untuk memperoleh data kompetensi PNS

e ———
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dimana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memetakan pejabat pada posisi
atau jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya atau sebagai
bahan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada jabatan yang lebih tinggi.

4. Dalam rangka menjaring PNS sesuai dengan kebutuhan formasi dan
kompetensi, bagi PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Kabupaten
Purbalingga juga dilaksanakan Fit and Proper Test.

Selanjutnya pelaksanaan Fit and Proper Test disajikan pada Tabel berikut :

:Tabel 1IL.16
Pelaksanaan Fit and Proper Test bagi PNS Yang Mengajukan Mutasi ke
Pemerintah Kabupaten Purbalingga

No| Tahun | U and ProperTest | Keterangan
1 2017 37 17 sudah penempatan
2 2018 35 29 sudah penempatan
3 2018 16 16 sudah penempatan
4 2021 11 11 proses penempatan
5 2021 25 25 proses penempatan

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

Dalam mencapai indikator kinerja penempatan SDM ASN sesuai formasi dan

kompetensi masih ditemuinya beberapa kendala/hambatan sehagai berikut :

1. Belum ferbangunnya Database Kompeiensi ASN karena keterbatasan
personil/SDM maupun anggaran dalam rangka meiaksanakan Talent Pool
bagi ASN Kabupaten Purbalingga;

2. Belum adanya kebijakan pola karier di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga.

3. Belum mempunyai Unit penilaian sendiri sehingga masih bekerjasama

dengan BKN dan Lembaga Assesment lain.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mencapai target pada tahun

selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan anggaran untuk pembuatan software database kompetensi
ASN

2. Perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menerapkan kebijakan
pola karir pegawai

4, Bekerjasama dengan unit kompetensi lain.
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2. Indikator Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai
dengan jabatan

Sesuai dengan ketentuan, setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama
untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Pengembangan
kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS
sesuai dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
Dalam memberikan kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi harus
memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS. Setiap PNS
ditkutkan dalam pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puiuh) jam
pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan data, berikut disajikan ASN Kabupaten Purbalingga yang mengikuti
diklat :

Tabel 11117
Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga
Yang Mengikuti Diklat

Jumlah ASN yang WMengikuti

No | Tahun Jumlah ASN
Diklat

1 2017 7.892 84
2 |2018 7.479 254
3 |2019 7.447 472
4 | 2020 6.984 2.742
5 [2021 6.995 4.217

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

Adapun untuk capaian kinerja Persentase ASN yang lulus pengembangan

kompetensi sesuai dengan jabatan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 11118
Indikator Presentase ASN Lulus Pengembangan Kompetensi
Tahun 2021
PNS YANG PESERTA
DIUSULKAN YANG
MENGIKUTI MENGIKU TIDAK
NO ;  JENIS DIKLAT DIKLAT TIDIKLAT | FULYUS | yus | %
BERDASARKAN
AKD
1 2 3 4 5 6
1 { Diklat Latsar:
- Triwulanll O 468 70 70 0 100
- Triwulanlll 0
- Trwulaniv 0
Diklat
2 Kepemimpinan 44 5 5 0 100
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